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PERATU‘RAN WALIKOTA METRO
NOMOR : ¢% TAHUN 2010

TENTANG
PENATAAN MINI MARKET Dj KOTA METRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

bahwa bisnis pasar modern sebagai salah satu airi [ias peikeiran
mulai tumbuh dan ber<embang cukup pesat di Kola Melro zeizin

memberikan alternalil belanja yang menarix juga menawarksn

kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing bahkar kadang leoih
murah dibandingkan dengan pasar tracisional:

bahwa berkembangnya oisnis pasar modern dikiaw arirkan dapat
mematikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuic lu keberzsdonn
pasar modern ini perlu ditata sehingga perekcnomizin 4 Kotz iz

dapat berjalan dengan baik;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud hursf 2 dan o
diatas, maka perlu ditetapran dengan Feraturan Walikota:
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1999 tentang  Pembentukan
Kabupaten Daeran Tingkat ii Way Kanan, Kabupaten Caerai Tingiai ii
Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat Il Metro (Lertaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19989 Nomor 46, Tambsahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Neoara Republik Indonesia Nomor 4247):
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor \725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Neomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kaii {erakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repuz!
Indonesia Nomor 59, Tam4aahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4844):

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanann Hai
dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Paran sorla Masya

arakal
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik indenesia Tenun
1996 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresia
Nomor 3660)
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Memperhatikan :

Menetapkan

6.

1.

-

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2004 ten:a‘rxg RQBCE*”E
Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Lembaran Daerah Kot Metro Tahun
2004 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi
Wajib Daftar Perusahaan (l.embaran Daerah 'Kota Metro Tohus 20072
Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 :Tahun 2002  leniang
Retribusi  Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Dacrah iola Mealro
Tahun 2002 Nomor 31);

Peraturan Presiden Republik Inconesia Namor 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembipaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toka Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan:

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/0-
DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN [iN! MARKET
DI KOTA METRO.

(@2

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. Daerah adalah Kota Metro.

Pemerintah adalah Pemerintah Kota Metro.

Kepala Daerah adalah Walikota Metro.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT
adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengari jumlah penjual lebih
dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisonal,
pertokoan mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola olel;
Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Sadan
Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, tempal usaha
berupa toko, kios, los dan termasuk tenda yang dimiliki/dikelola oleh
Pedagang Kecil, modal kecil dan dengan proses jual bali barang
dagangan melalui tawar menawar,

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara eceran dengan’ berbentu nmiinime: ot
Supermarket, Departement Store, Hypermarket ata'inun arosir yang
berbentuk perkulakan,
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8. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha
di bidang minimarket melalui satu kesaluan manajemen dan sistem pendistribusian
barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

9. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala 'ecl sebagaiman?
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecl.

10.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan
usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah
dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan scbagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitrazan.

11.1zin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat me'aksanakan usaha pada pasar
tradisonal, Pusat perbelanjaan dan toko modern vang diterbitkan oleh Pemerintah Kota
Metro.

12.Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang dizdaikan menural aau
berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar ~erusghaan
yang selanjutnya disebut UU-WDP dan /atau peraturan pelaksana dan memuat hal-hal
yang waijib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan olen pejabat yang
benvenang.

13.Minimarket adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjuaian barang-barang
kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan
cara swalayan.

14.Pedagang eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan mode
kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan.barang-barang dagzngan {ertent
dalam partai (jumlah) kecil/satuan.

15.Warung adalah tempat usaha perorangan dengan medal kecil untuk melaxkukan
penjualan beberapa jenis produk dagangan tertentu dapat berupa barang can atau
makanan/minuman.

16.Jalan arteri/protokol adalan merupakan jalan yang berfungsi melayani angkut
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah ia!
masuk dibatasi secara berdaya guna.

17Jalan kolektor adalah merupakan jalan yang Scrfungsi melayani ang
a

atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata -
jumlah jalan masuk dibatasi. ;

s b Y
kutan pengumpul
tn

18.Jalan lokal adalah merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan setemipal
dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jzlan
masuk tidak dibatasi.

19.:Jalan lingkungan adalah merupakan jalan yang berfungsi melayani srokutin
lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rencah
20.Kompleks perumahan adalah kelompok rumah yang berfungs! sebagai iingeungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang cilengkapi dengar prasarcna can saran.
lingkungan,
. BAE Il
PERSYARATAN
Pasal 2

PEMBANGUNAN MINIVARKET
Pembangunan minimarkel harus memenuhi «cteniuan sebagai berikut -

a. Lokasi pendirian minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wizy:h (RTRV
Kota Metro dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
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b. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB);

o

Menyediakan areal parkir minimal 60 m?

d. Memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m? {(ermnpal ratus ingler percegiy;

Minimarket berlokasi pada}aringan jalan Kolekicr Jalan Lokal dicalam peikaiaan;

©®

Minimarket didirikan dengan ketentuan tidak mengganggu pandangan pengguna jaian
pada tikungan jalan, persimpangan dan jembatan;

T

g. Pendirian minimarket pada kompleks pﬂr-'manrn berada pads fasilitas umum vang
telah ditetapkan dalam site plan;

h. Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperker*rkar ":ak ima
minimarket dalam radius 100 m dengan | i]
minimal 500 m;
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Usaha minimarket harus berjarak radius 500 (lima ratus) meter dari Fasar
yang berlokasi pada jalan Ickal dan jalan fingkungan.

Pasal 3

Kondisi barang-barang yang dijual duutamakar\ barang-barang produksi dai2m negeri ¢an
kualitas barang dagangan harus dapat dipartanggungjawabkan.

Pzszl &

Usaha minimarket harus memenuhi ketentuan sebzjal berikut -
a. Komoditi/barang dagangan yang dijual narwa'an barang-barang ke.utzhan rue

tangga sehari-hari diutamakan produk maxanan /minuman daiaon omassn vang cuig
saji;
b. Kegiatan penjualan dilakukan secara eccian dan cara pelayanannya G oaaiiain w2

sendiri oleh konsumen dengan menggunakar keranjang jinjing atau pera.atan lain;

c. Harga barang dagangan yang dijual dicantumitan secare jelas uon pash fada
kemasan barang dan mudah terlihat oleh xonsumen;
d. Barang maksnan/minuman harus tercanium Expire Date dan tanggal produksi sarnta

alamat industri dengan jelas.

SAB i
PERIZINAN

Pasal 5
(1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan di bidang minimarkel horus ieidahin

dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah.

(2) Perizinan dimaksud diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpaou Kot Metro
setelah mendapat rekomendasi dari Dinas i=rikait.

(3) Sebelum diterbitkan perizinan dari Pemerintah Daerah, Pengusaha minimarkst
dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).

(4) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha minimarket maka penancaing jawed
minimarket harus mengajukan permohonan izin baru. '
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Usaha minimarket adalah usa
tempat usaha minimal Rp. 250,

Pasal 6
PERMODALAN

ha yang mencakup modal diluar tanah dan bangunan
000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7
WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8
KEWAJIBAN

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket wajib :

a.

-~ o a o

I;

Bermitra dengan usaha kecil atau koperas: ci Kota Metre untur memasaikan preau
home industri yang ada di Kota Metro,

Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin pényeizncetiaen Li a
swasta dan peraturan perundang-undancan vyang berlaku - Khususnvn mengenal
perpajakan atau retribusi;.

Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumean;
Menjaga kearnanan dan ketertiban tempat usaha;
Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan iempat uszha,

Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perouatan yarg
melanggar kesusilaan serta xetertiban ditempat usahanya;

Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran can nemakaian obat
terlarang serta barang-barang terlarang.

Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
Memberikan kesempatan kepada karyawan untult melaksanakan ibadah;

Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan
karyawan,

Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai (sesuai dengan ketenluan
yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbul bahaya Kebakaran di tempat
usahanya;

Menerbitkan dan mencaniumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp.);

m. Mengutamakan tenaga kerja lokal / penduduk Kota Metro.

fPasal 9
LARANGAN

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket dilarang :

a.

Menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang daiam
jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan
masyarakat;

Menimbun/menyimpan barang-barang vyang sifat dan jenisnya embzhayakan
kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus:

¢. Menjual barang yang sudah kadaluarsa;

d. Mengubah/menambah sarana tempal usaha tanpa iziﬁ;

Memakai tenaga kerja di bawah umur dan ienaga kerja asing ianpa izin sesu

ardengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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BAB YV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

inima dilaksanakan olzh
Pengawasan dan pengendalian terhadap peny-elengga\rzta.amarﬂnlnér‘?oI/\rkdeath o
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas p ;

BAB VI
SANKSI
Pasal 11 .
Sanksi Adnunistrasi
Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanks; i e
berupa :

a. Teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali

b. Pemanggilan.

C. Penutupan sementara kegiatan usaha minimarket.

d. Pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Walikota Metro.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

'Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, mak

yang sama dan atau bertentangan deng

‘@ segala ketentuan yang mengatur hal
berlaku lagi.

an Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota inj
dengan Penempatannya dalam

Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di  Metro

Pada Tanggal 30 Maret 2010

Diundangkan di Metro
Pada Tapggal 2 Marek 2010

SE A RAH KOTA METRO,
A

e



